BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 871/ 338 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 502 Tahun 2021 tanggal 21
April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2021 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/777/M.SM.01.00/2021 tanggal 12
Juni 2021 perihal Tanggapan Permohonan Revisi Penetapan
Kebutuhan ASN Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh
tambahan pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja sejumlah 2.320 (dua ribu tiga ratus dua puluh) Formasi;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
seleksi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72




Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6264)

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 654);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk
Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal ? JUN 20 N
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSHEIN




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 871/ 238 /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

JUMLAH KEBUTUHAN (FORMASI)
NO. NAMA JABATAN
TOTAL ALOKASI KETERANGAN
1 2 3 4
TENAGA KEPENDIDIKAN 1.126
1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 187
2 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK 2
3 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN 3
4 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 43
5 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 21
6 |AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING 34
7 | AHLI PERTAMA - GURU IPA 19
8 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 625
9 | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA 20
10 |AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 167
11 |AHLI PERTAMA - GURU PPKn 9
12 AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN 1
KEWIRAUSAHAAN
13 |AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA 19
14 | AHLI PERTAMA - GURU TIK 6
JUMLAH 1.126




B. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.

NAMA JABATAN

JUMLAH DAN JENIS KEBUTUHAN (FORMASI)

TOTAL
ALOKASI

UMUM

DISABILITAS

KETERANGAN

2

3

4

5

6

TENAGA KESEHATAN

713

713

AHLI PERTAMA -
ADMINISTRATOR KESEHATAN

15

15

AHLI PERTAMA - APOTEKER

34

34

AHLI PERTAMA - BIDAN

10

10

AHLI PERTAMA - DOKTER

46

46

AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI

12

12

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS ANAK

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS ANASTESI

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS BEDAH

AHLI PERTAMA - DOKTER
BEDAH TULANG

10

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS DALAM

11

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS JANTUNG

12

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS KANDUNGAN

13

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS MATA

14

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS ORTHOPAEDI &
TRAUMATOLOGI

15

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS PATOLOGI KLINIK

16

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS PENYAKIT DALAM

17

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS RADIOLOGI

18

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS REHABILITASI
MEDIK

19

AHLI PERTAMA - DOKTER
SPESIALIS SYARAF




2

20 | AHLI PERTAMA - DOKTER 2 2
SPESIALIS THT

21 | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG 36 36
KESEHATAN

22 | AHLI PERTAMA - FISIKAWAN 1 1
MEDIS

23 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS 23 23

24 | AHLI PERTAMA - PENYULUH 50 50
KESEHATAN MASYARAKAT

25 | AHLI PERTAMA - PERAWAT 70 70

26 | AHLI PERTAMA - PEREKAM 5 S
MEDIS

27 | AHLI PERTAMA - PRANATA 6 6
LABORATORIUM KESEHATAN

28 | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG 1 1
KLINIS

29 | AHLI PERTAMA - SANITARIAN 18 18

30 | AHLI PERTAMA - TEKNISI 4 4
ELEKTROMEDIS

31 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER 40 40

32 | TERAMPIL - BIDAN 48 48

33 | TERAMPIL - EPIDEMIOLOG 1 1
KESEHATAN

34 | TERAMPIL - FISIOTERAPIS 8 8

35 | TERAMPIL - NUTRISIONIS 26 26

36 | TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS 3 3

37 | TERAMPIL - ORTOTIS 1 1
PROSTESIS

38 | TERAMPIL - PENYULUH 3 3
KESEHATAN MASYARAKAT

39 | TERAMPIL - PERAWAT 87 87

40 | TERAMPIL - PEREKAM MEDIS 45 45

41 | TERAMPIL - PRANATA 39 39
LABORATORIUM KESEHATAN

42 | TERAMPIL - RADIOGRAFER 10 10

43 | TERAMPIL - REFRAKSIONIS 1 1
OPTISIEN

44 | TERAMPIL - SANITARIAN 29 29

45 | TERAMPIL - TEKNISI 6 6

ELEKTROMEDIS




1 2 3 4 S 6

46 | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN 11 11 - -
MULUT
47 | TERAMPIL - TERAPIS WICARA 2 2 - -
II. TENAGA TEKNIS 481 481 - -
1 AHLI PERTAMA - ANALIS 5 4 1 -
KEBIJAKAN
AHLI PERTAMA - ANALIS 1 -
2 SUMBER DAYA MANUSIA 5 4
APARATUR

AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR - -
HASIL PERIKANAN

4 AHLI PERTAMA - ARSIPARIS 3 3 -

AHLI PERTAMA - ASSESSOR - -
SDM APARATUR

6 AHLI PERTAMA - AUDITOR 16 15 1 -

AHLI PERTAMA - MEDIATOR - -
HUBUNGAN INDUSTRIAL

AHLI PERTAMA - MEDIK - -
VETERINER

AHLI PERTAMA - PAMONG - -
BELAJAR

10 AHLI PERTAMA - PENGANTAR 1 1 - -
KERJA

11 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 5 5 = -
BIBIT TERNAK

12 AHLI PERTAMA - PENGAWAS 9 5 - -
FARMASI DAN MAKANAN

13 AHLI PERTAMA - PENGAWAS o 9 - -
KOPERASI

14 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS 9 8 1 -
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH

15 | AHLI PERTAMA - PENGAWAS 1 1 - -
PERIKANAN

16 | AHLI PERTAMA - PENGELOLA 5 4 1 -
PENGADAAN BARANG/JASA

17 | AHLI PERTAMA - PENGENDALI 1 1 - -
HAMA DAN PENYAKIT IKAN

18 | AHLI PERTAMA - PENGGERAK 2 2 - -
SWADAYA MASYARAKAT

19 | AHLI PERTAMA - PERANCANG 1 1 - -
PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN

20 | AHLI PERTAMA - PEREKAYASA 2 2 = -
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21

AHLI PERTAMA - PERENCANA

10

22 | AHLI PERTAMA - PRANATA 1
HUBUNGAN MASYARAKAT

23 | AHLI PERTAMA - PRANATA 4
KOMPUTER

24 | AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN 3

25 | AHLI PERTAMA - SANDIMAN 2

26 | AHLI PERTAMA - STATISTISI 3

27 | AHLI PERTAMA - SURVEYOR 1
PEMETAAN

28 | AHLI PERTAMA - TEKNIK 2
PENYEHATAN LINGKUNGAN

29 | AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA 3

30 | AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR 1

31 | TERAMPIL - ARSIPARIS 4

32 | TERAMPIL - PARAMEDIK 1
VETERINER

33 | TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT 1
TERNAK

34 | TERAMPIL - PENGAWAS MUTU 1
PAKAN

35 | TERAMPIL - PENGAWAS 1
PERIKANAN

36 | TERAMPIL - PENGENDALI 1
FREKUENSI RADIO

37 | TERAMPIL - PENGENDALI HAMA 1
DAN PENYAKIT IKAN

38 | TERAMPIL - PENGUJI 3
KENDARAAN BERMOTOR

39 | TERAMPIL - PENGUJI MUTU 2
BARANG

40 | TERAMPIL - PRANATA 5
KOMPUTER

41 | TERAMPIL - PUSTAKAWAN 1

42 | TERAMPIL - SURVEYOR 1
PEMETAAN

43 | TERAMPIL - TEKNISI 2
PENELITIAN DAN
PEREKAYASAAN

44 | ANALIS ADVOKASI DAN 2
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
EDUKASI

45 | ANALIS ADVOKASI HUKUM 1
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46

ANALIS ALAT DAN MESIN
PERTANIAN

47

ANALIS ASET NEGARA

48

ANALIS BAHAN KELEMBAGAAN
DAN KERJA SAMA HUBUNGAN
INDUSTRIAL

49

ANALIS BAHAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

50

ANALIS BAHAN
PENGEMBANGAN
STANDARISASI KOMPETENSI
DAN PELATIHAN KERJA

51

ANALIS BAHAN PENGUPAHAN

52

ANALIS BAHAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL

53

ANALIS BANGUNAN GEDUNG
DAN PERMUKIMAN

54

ANALIS BENCANA

55

ANALIS BERITA

56

ANALIS BIMBINGAN USAHA

57

ANALIS BUDAYA

58

ANALIS CAGAR BUDAYA DAN
KOLEKSI MUSEUM

59

ANALIS DATA INTELIJEN

60

ANALIS DESA DAN KELURAHAN

61

ANALIS DIKLAT

62

ANALIS DOKUMEN PERIZINAN

63

ANALIS DUNIA USAHA

64

ANALIS IKLIM USAHA DAN
KERJASAMA

65

ANALIS INDUSTRI

66

ANALIS INFRASTRUKTUR

67

ANALIS JABATAN

68

ANALIS KEMASYARAKATAN

69

ANALIS KEOLAHRAGAAN

70

ANALIS KEPEMUDAAN

71

ANALIS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
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72

ANALIS KESEHATAN IKAN DAN
LINGKUNGAN

73

ANALIS KESEJAHTERAAN
KELUARGA

74

ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA
DAERAH

75

ANALIS KETAHANAN EKONOMI

76

ANALIS KETAHANAN SOSIAL

77

ANALIS LINGKUNGAN HIDUP

78

ANALIS MITIGASI BENCANA

79

ANALIS MUTU PENDIDIKAN

80

ANALIS OBJEK WISATA

81

ANALIS ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA

82

ANALIS PAKAN TERNAK

83

ANALIS PENANAMAN MODAL

84

ANALIS PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR

85

ANALIS PENGEMBANGAN
EKONOMI PEDESAAN

86

ANALIS PENGURANGAN RISIKO
BENCANA

87

AHLI PERTAMA - ANALIS
PERDAGANGAN

88

ANALIS PEREKONOMIAN

89

ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA

90

ANALIS POLITIK DALAM NEGERI

91

ANALIS PROGRAM
PEMBANGUNAN

92

ANALIS REHABILITASI DAN
KONSERVASI

93

ANALIS REHABILITASI MASALAH
SOSIAL

94

ANALIS STATISTIK

95

ANALIS SUMBER DAYA AIR

96

ANALIS SURVEI, PENGUKURAN,
DAN PEMETAAN

97

ANALIS TATA RUANG
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98

ANALIS TEKNIK SURVEI
MANAJEMEN DAN REKAYASA
LALU LINTAS

99

ANALIS TENAGA KERJA

100

ANALIS TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

101

FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN

102

PEMERIKSA ALAT MESIN
PERTANIAN

103

PEMULASARAN JENAZAH

104

PENGADMINISTRASI GUDANG
FARMASI

105

PENGAWAS INDUSTRI

106

PENGAWAS JALAN DAN
JEMBATAN

107

PENGAWAS KESELAMATAN
ANGKUTAN

108

PENGAWAS LALU LINTAS
HEWAN DAN WILAYAH
KARANTINA HEWAN

109

PENGAWAS MUTU BIBIT
TERNAK

110

PENGAWAS MUTU PAKAN DAN
PRODUKSI BIBIT TERNAK
BESAR

PENGAWAS MUTU PAKAN DAN
PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL
DAN UNGGAS

112

PENGAWAS PENYAKIT DAN
PENGENDALI PENYAKIT HEWAN

113

PENGAWAS TATA RUANG

114

PENGELOLA BARANG MILIK
NEGARA

52

52

115

PENGELOLA BUDIDAYA
PENGEMBANGAN TERNAK DAN
HEWAN LAINNYA

116

PENGELOLA INSTALASI
TEKNOLOGI INFORMASI

117

PENGELOLA IRIGASI

118

PENGELOLA KEBUTUHAN
LOGISTIK

119

PENGELOLA KEFARMASIAN

120

PENGELOLA KEUANGAN

89

90
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121

PENGELOLA LIMBAH

122

PENGELOLA LOGISTIK

123

PENGELOLA OBAT DAN ALAT -
ALAT KESEHATAN

124

PENGELOLA OBJEK WISATA

125

PENGELOLA PERPUSTAKAAN

126

PENGELOLA PETERNAKAN

127

PENGELOLA PUSTAKA
ELEKTRONIK

128

PENGELOLA REHABILITASI DAN
PELAYANAN SOSIAL

129

PENGELOLA RUMAH POTONG
HEWAN

130

PENGELOLA RUMAH TANGGA

131

PENGELOLA SARANA DAN
PRASARANA TAMAN

132

PENGELOLA SARANA
KESEHATAN LINGKUNGAN

133

PENGELOLA SARANA
PEMBIBITAN DAN
PENGHIJAUAN

134

PENGELOLA SARANA
PRASARANA RUMAH TANGGA
DINAS

135

PENGELOLA SARANA WISATA

136

PENGELOLA SISTEM DAN
JARINGAN

137

PENGELOLA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN

138

PENGELOLA SITUS / WEB

139

PENGELOLA TERMINAL

140

PENGUJI LABORATORIUM
TANAH, ASPAL, DAN BETON

141

PENYULUH PELESTARIAN NILAI
BUDAYA DAN TRADISI

142

PENYUSUN BAHAN INFORMASI
DAN PUBLIKASI

143

PRANATA LABORATORIUM
KEARSIPAN

144

PRANATA LAPORAN KEUANGAN




1 2 3 4 5

145 | PRANATA REPRODUKSI ARSIP 1 1 -

146 | PRANATA RESTORASI ARSIP 1 1 -

147 | PRANATA TEKNOLOGI 4 3 1
INFORMASI KOMPUTER

148 | TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN 1 1 -
ALAT KOMUNIKASI

149 | TEKNISI LABORATORIUM 6 6 =

150 | TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN 13 13 -

151 | TEKNISI MESIN 1 1 -

152 | TEKNISI PRODUKSI 1 1 -
MULTIMEDIA DAN WEB

152 | VERIFIKATOR KEUANGAN 20 16 4
JUMLAH 1.194 1.194 -

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN




